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This study focuses on the issue of the juridical basis of independent
candidates in the Regional Head General (Pilkada) Election System
) and the legal implications faced by Independent Candidates in the
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Ind.ep.endent Camj.hdates’ This research includes normative legal research using a statutory ap-
Juridical Implications, Re- | hroach and a conceptual approach. The findings of the study indicate
gional Head Elections that the juridical basis behind individual candidates in the Pilkada is
Constitutional Court Decision No. 5/PUU-V/2007. The success of indi-
vidual candidates in participating in regional head elections cannot be
separated from the role played by Lalu Ranggalawe, a member of the
DPRD in Central Lombok who conducted a judicial review of the Con-
stitutional Court. The legal implication faced by Independent Candi-
dates in the Pilkada is that there are often difficulties for prospective
candidates from individual candidates, especially those of an adminis-
trative nature. In addition to the requirements for candidacy that are
difficult to fulfill, namely a number of supports from voters, there is
also a provision that all support must be factuated using the census
method by meeting directly with each candidate's supporters.

Abstraks

Penelitian ini fokus tentang landasan yuridis terhadap calon inde-
penden dalam Sistem Pilkada dan implikasi hukum yang dihadapi oleh
Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Un-
dang-Undang tentang Pilkada. Penelitian ini termasuk penelitian
hukum normatif dengan meng-gunakan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konsep. Temuan penelitian menunjukkan
bahwa Landasan yuridis yang melatar belakangi calon perseorangan
ISSN (print): 2722-7448 dalam Pilkada adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-
ISSN (on-line): 2722-7456 V/2007. Keberhasilan calon perse-orangan ikut dalam pemilihan
kepala daerah tidak lepas dari peran yang dilakukan oleh Lalu Rang-
galawe, anggota DPRD di Lombok Tengah yang melakukan uji mate-
riil ke Mahkamah Konstitusi. Implikasi Hukum yang dihadapi oleh
Calon Independen dalam Pilkada adalah sering terjadinya kesulitan
bakal calon dari calon per-seorangan, terutama adalah persyartan
yang bersifat administratif. Di samping persyaratan pencalonan yang
sulit dipenuhi, yaitu sejumlah dukungan dari pemilih juga ketentuan
bahwa keseluruhan dukungan harus difaktualkan dengan metode sen-
sus dengan menemui langsung setiap pendukung calon
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1. Pendahuluan

Demokrasi yang ideal selalu menuntut
berbagai hal sehingga tidak ada rezim ma-
napun di Indonesia yang mampu mema-
hami secara sempurna: “ketika mencari
demokrasi ideal maka tidak ada rezim yang
demokratis”(Gusman, 2020; Lestari et al.,
2019; Subekti et al., 2018; Rumesten, 2016;
dan Simamora, 2011). Beberapa pendapat
ahli memahami bahwa sejatinya proses de-
mokrasi akan terus menuntut perubahan
secara menyeluruh (Simamora, 2011). Dalam
setiap tahap perkembangannya, demokrasi
tidak hanya terdapat dalam kehidupan poli-
tik, tetapi juga sudah menjalar ke kehidupan
sosial dan ekonomi (Lismanto & Utama,
2020; Hamdani, 2020; Hasan & Mahyudi,
2021; Simanjuntak et al., 2021; Rizkytia, 2021
dan Jaknanihan, 2021).

Sementara dalam tahap yang paling
rendah, demokrasi dapat terwujud melalui
pemilihan wakil rakyat yang kualitasnya
masih mengundang keraguan. Jadi apabila
dalam tahap perkembangan yang paling
tinggi, demokrasi sudah menyentuh level
politik-sosial-ekonomi dalam suatu sistem
yang komprehensif; dalam tahapan yang
lebih rendah, demokrasi baru terbangun
dalam sistem politik dengan representasi
rakyat yang bersifat nominal (Asshiddigie,
2006).

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (se-
lanjutnya disebut UUD NRI 1945) menegas-
kan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar 1945”. Salah satu perwujudan
instrumen demokrasi tersebut adalah Pem-
ilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 20017
tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
sempat digunakan istilah atau sebutan Pem-
ilihan Umum Kepala Daerah atau disingkat
Pemilukada. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1
Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pe-

netapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Ten-
tang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wal-
ikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya
disebut “UU No. 8 Tahun 2015”). Dalam
pasal tersebut dikatakan bahwa, “Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wal-
ikota yang selanjutnya disebut pemilihan
adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di
wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota un-
tuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota secara langsung dan demo-
kratis”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1
angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Pil-
kada menyebutkan bahwa Calon Kepala
Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota)
dan Calon Wakil Kepala Daerah (Wakil Gu-
bernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota)
adalah peserta Pemilihan yang diusulkan
oleh partai politik, gabungan partai politik,
atau perseorangan yang didaftarkan atau
mendaftar di Komisi Pemilihan Umum
(KPU) di daerah setempat.

Kehadiran calon perseorangan atau
independen sejatinya merupakan hal baru
dalam pemilihan kepala daerah, baik itu di
tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di
Indonesia (Subekti et al., 2018; Rachbi &
Slamet, 2020, dan Agus Riyanto, 2021). Seca-
ra legal formal calon independen muncul
dalam pentas politik lokal setelah dikeluar-
kannya Amar putusan Mahkamah Konsti-
tusi No.5/PUUV /2007 tentang pencabutan
terhadap ketentuan pasal 59 ayat 1 dan pasal
56 (2)” UU no. 32 Tahun 2004 yang berten-
tangan dengan UUD 1945 Pasal 18 Ayat (4),
karena hanya memberi kesempatan bagi
pasangan calon yang berasal dari partai poli-
tik atau gabungan partai politik.

Pasal 41 Undang-Undang No. 8 Tahun
2015, menyebutkan bahwa seseorang untuk
dapat mendaftarkan diri sebagai calon ke-
pala daerah dan Calon Wakil kepala daerah
harus memenubhi syarat, yaitu bahwa calon
perseorangan dapat mendaftarkan diri se-
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bagai calon Gubernur, Calon Bupati dan Ca-
lon Walikota serta Calon Wakil Gubernur,
Calon Wakil Bupati dan Calon Wali kota jika
memenuhi syarat dukungan dengan keten-
tuan. Ketentuan di atas berdasarkan putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara
Nomor 60/UndangUndang-XIII/2015 beru-
bah menjadi hitungan persentase dukungan
didasarkan atas jumlah penduduk yang te-
lah mempunyai hak pilih sebagaimana di-
muat dalam daftar calon pemilih tetap di
daerah yang bersangkutan pada pemilihan
umum sebelumnya. Ketentuan Pasal 41 Un-
dangUndang No 8 Tahun 2015 tersebut diat-
as selanjutnya telah diubah, yaitu dengan
disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Un-
dang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UndangUndang (Perppu) Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis implikasi yuridis terhadap ca-
lon independen dalam Pilkada menurut Un-
dang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pe-
milihan Gubernur, Bupati dan Walikota

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian
normatif, yang mengkaji dengan mengguna-
kan metode pendekatan undang-undang
(statute approach). Jenis bahan hukum yang
digunakan, yaitu bahan hukum primer, se-
kunder, dan bahan hukum tersier. Sebagai
metode analisisnya, penelitian ini menggu-
nakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Landasan Yuridis Terhadap Calon Inde-
penden dalam Sistem Pemilihan Umum
kepala Daerah (Pilkada).

Kemunculan calon perseorangan da-
lam Pemilihan umum kepala daerah secara
langsung memberikan peluang bagi kemun-

culan pemimpin yang berasal dari kalangan
non partai. Masyarakat tidak sekedar men-
jadi penonton atau pemilih calon-calon yang
diusulkan oleh partai politik, namun masya-
rakat sekaligus dapat bertindak sebagai ak-
tor politik yang secara aktif mengusung ca-
lon dan memilihnya di Pemilihan umum
kepala daerah atau bahkan menjadi calon
kepala daerah. Calon perseorangan atau in-
dependen dapat dimaknai sebagai bentuk
konkrit dari demokrasi partisipatoris yang
dibangun langsung dari dan untuk rakyat.
Kemudian menjadi contoh bagaimana dem-
okrasi memberikan banyak pilihan calon pe-
mimpin bagi masyarakat sekaligus menja-
wab kegelisahan masyarakat terhadap kre-
dibilitas partai politik yang seringkali malah
menjadi hantu bagi masyarakat. Hal tersebut
sangat beralasan dikarenakan selama ini
partai politik melalui anggotanya seringkali
terjerat kasus-kasus yang sangat berten-
tangan dengan kepatutan dalam masyara-
kat, sebagai contoh adalah banyaknya ok-
num politisi yang seringkali tertangkap ba-
sah melakukan perbuatan tindak pidana
korupsi (Ibrahim dkk, 2010; Widjojanto,
2017; Widoyoko, 2018; Prastiwi & Haliim,
2018; Pamungkas, 2018; Ali, 2019; Adelina,
2019; Suntoro, 2020, dan Oktaryal & Hastuti,
2021)

Demokrasi yang dibuka luas di Indo-
nesia berakibat pada berdirinya banyak par-
tai politik dengan berbagai macam ideologi
sebagai arah gerak perjuangan mereka. Na-
mun demikian kuantitas partai politik ini
tidak diiringi dengan kualitas kader partai
politik. Secara empiris partai politik dapat
dikatakan gagal dalam menjalankan salah
satu fungsinya yaitu kaderisasi yang seha-
rusnya menjadi calon pemimpin dalam skala
lokal dan nasional dalam mengisi jabatan-
jabatan publik (Budiardjo, 2010). Padahal ji-
ka mengacu Pasal 11 Undang-Undang No-
mor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik se-
bagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011, fungsi partai
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politik yang diwujudkan secara konstitu-
sional adalah: a) memberikan pendidikan
politik baik bagi anggotanya maupun mas-
yarakat luas; b) menciptakan iklim yang
kondusif bagi persatuan dan kesatuan bang-
sa Indonesia untuk kesejahteraan masyara-
kat; c) menyerap, menghimpun, dan menya-
lurkan aspirasi politik masyarakat dalam
merumuskan dan menetapkan kebijakan
negara; d) sebagai sarana partisipasi politik
warga negara; e) sebagai instrumen rekrut-
men politik.

Bebebrapa ahli mengemukakan bahwa
berjalannya pemerintahan suatu negara ber-
dasar atas hukum yang ditegakkan, seperti
misalnya konstitusi, hak asasi manusia, un-
dang-undang, dan pengadilan yang bebas
serta tidak memihak. Selain itu, berjalannya
roda pemerintahan berada dibawah kontrol
yang nyata dari masyarakat yang mana be-
rarti bahwa partisipasi politik masyarakat
yang tinggi sangat diperlukan. Demokrasi
dalam sistem pemerintahan yang menjun-
jung tinggi hak setiap warga negara tanpa
memandang latar belakang setip warga Ne-
gara tersebut, artinya setiap warga Negara
memiliki hak yang sama (Narbuko, dan
Ahmad, 2007).

Ada tujuh prinsip mendasar sebuah
negara bisa disebut demokratis atau tidak.
Prinsip tersebut meliputi pejabat yang dipi-
lih, pemilihan yang bebas dan adil, hak pilih
mencakup semua orang, hak untuk dipilih
atau menjadi calon suatu jabatan, kebebasan
mengungkapkan pendapat diri baik secara
lisan maupun tulisan, adanya informasi al-
ternatif, dan adanya kebebasan untuk mem-
bentuk asosiasi. Demokrasi merupakan ga-
gasan bermasyarakat yang menempatkan
rakyat sebagai pemegang kedaulatan (keku-
asaan) (Lubis, 2012).

Berdasarkan pernyataan di atas, calon
perseorangan seringkali dianggap alterna-
tive yang relevan bagi demokrasi prosedural
di Indoneisa. Hal tersebut dikarenakan ting-
kat kepercayaan masyarakat kepada partai
politik seringkali mengalami degradasi aki-

bat proses Pilkada yang kental sekali dengan
transaksi politik. Penilaian terhadap calon
yang diusung oleh partai politik bukan ber-
dasarkan kemampuan dan kualitas tetapi
atas dasar keuntungan/janji yang ditawar-
kan oleh calon kepada partai politik sehing-
ga merusak keobjektivitasan partai politik
dalam mengusulkan calonnya (Rahman,
2002; Frensiska, 2015, dan Kasenda et al.,
2020).

Dalam suatu pemilihan yang ideal se-
perti pemilu dan pilkada merupakan upaya
untuk menyeleksi pemimpin politik yang
kompeten dalam mekanisme demokrasi me-
lalui sistem rekrutmen secara terbuka. Jab-
atan kepala daerah (gubernur, wali kota, dan
bupati) harus terbuka untuk semua orang,
dengan kompetensi yang sehat, wajar, dan
demokratis sesuai dengan rule of game yang
telah ditetapkan. Sebenarnya bentuk pemili-
han umum atau pemilihan kepala daerah,
selain merupakan momentum untuk me-
nyerap aspirasi rakyat, juga sebagai barome-
ter bagi kualitas, komitmen, dan konsistensi
parpol dan elite dalam menyampaikan as-
pirasi rakyat, meskipun terkadang banyak
elite partai yang melupakan fungsinya se-
bagai penyalur aspirasi rakyat sehingga le-
bih terkesan sebagai pejuang kepentingan
politik elitenya.

Transaksi politik bukan merupakan
hal yang sudah tak asing lagi dalam me-
kanisme yang digunakan oleh partai politik
kepada setiap calon yang akan diusung nan-
ti. Hal yang sedemikian itupun seringkali
menimbulkan politic cost (ongkos politik),
misalnya saat seseorang ingin dicalonkan
sebagai kepala daerah oleh partai politik
tertentu, calon tersebut harus menyetorkan
dana kepada partai pengusung. Selain dari
janji politik yang diberikan, jika nantinya
calon tersebut berhasil menduduki kursi
kepala daerah pastinya menimbulkan ket-
erikatan dengan partai politik pengusung
ketika membuat kebijakan. Selain itu, calon
kepala daerah tak jarang meminta dukungan
dana kepada pengusaha karena biaya kam-
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panye yang terlampau tinggi. Hubungan ini
mengikat kepala daerah terpilih dengan ke-
pentingan-kepentingan pengusaha pendu-
kung sehingga kepala daerah tidak lagi
menempatkan kepentingan rakyat sebagai
prioritas (Supriyanto dan Wulandari, 2013;
dan Yusyanti, 2015). Uang merupakan salah
satu faktor yang mempengaruhi hasil kom-
petisi politik. Banyak politisi bahkan meng-
halalkan segala cara untuk mengumpulkan
dana kampanye, seperti korupsi (Zoelva,
2013).

Pada akhirnya praktik demikian me-
munculkan kehidupan partai politik yang
bersifat oligarkis, elitis dan personalistis.
Dampak dari politic cost pada pemerintah
yang berkuasa jika donator dana kampanye
memberikan dukungan sebagai investasi po-
litik bagi kepentingan mereka. Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/
2007 yang membolehkan calon perseorangan
ikut pemilihan kepala daerah memberikan
perubahan signifikan terhadap sistem Pilka-
da dengan menyediakan ruang bagi calon
independen dalam Pilkada. Keberadaan
calon independen ini sekaligus menjadi an-
gin segar bagi setiap masyarakat yang mem-
punyai kredibilitas dalam kepemimpinan.

Sejak perubahan Undang-Undang No-
mor 32 Tahun 2004 melalui Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008, sistem Pilkada telah
mengalami dua kali perubahan, yaitu me-
lalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota yang mengatur sistem Pilkada
secara perwakilan yang segera dianulir oleh
Presiden melalui PERPPU Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota dan telah disahkan menjadi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pada
Tanggal 2 Pebruari 2015 yang mengembali-
kan sistem Pilkada secara langsung. Seluruh
peraturan tersebut tetap menyediakan ruang
bagi calon independen dalam Pilkada. Tidak
adanya perubahan mengenai ketentuan per-
syaratan jumlah dukungan minimal bagi

calon perseorangan menunjukkan selama
proses pembentukkan Undang-Undang ma-
upun PERPPU, baik DPR maupun Presiden
tidak menyadari atau tidak mau menyadari
adanya beban persyaratan jumlah dukungan
calon perseorangan yang tidak memiliki
kekuatan pengumpul massa sebagaimana
partai politik.

Pada Pilkada secara langsung, calon
kepala daerah melalui calon independen ha-
rus melengkapi persyaratan jumlah du-
kungan minimal yang dibuktikan dengan
foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
pendukung agar dapat masuk dalam daftar
calon kepala daerah. Selain itu, masyarakat
daerah bersangkutan memilih calon kepala
daerah tersebut secara langsung (one man one
vote). Melalui mekanisme pemilihan terse-
but, masyarakat pendukung calon kepala
daerah dari calon perseorangan memiliki
peluang untuk memilih kembali calon
dukungannya yang berasal dari luar partai
politik.

Undang-undang telah menjawab ama-
nat pemenuhan Hak Asasi Manusia dari
UUD 1945 dengan menyediakan akses bagi
calon perseorangan untuk terlibat dalam
Pilkada. Namun permasalahan tidak hanya
sampai disitu saja, karena melalui Undang-
undang yang dibuat oleh legislator pula
masyarakat yang ingin mencalonkan diri
melaui jalur perseorangan ini seolah-olah
dihambat untuk terlibat dalam pemilihan
umum kepala daerah. Hal tersebut bukann-
ya tidak beralasan, karena persyaratan yang
membebani calon perseorangan cenderung
tidak berimbang dan sangat memberatkan
jika dibandingkan dengan calon kepala dae-
rah dari partai politik. Para anggota wakil
rakyat pembentuk undang-undang terkesan
setengah hati dalam membuka pintu bagi
calon independen untuk terlibat dalam pem-
ilihan kepala daerah melalui jalur perseo-
rangan (Asshiddigie, 2006)

Salah satu ahli menyampaikan bahwa
hak demokrasi tidak boleh dibatasi oleh apa-

27 |MLJ Volume 2 Nomor 1 2021



Implikasi Yuridis Terhadap Calon Independen dalam Pilkada Menurut Undang-Undang Tentang Pemilihan
Kepala Daerah
Andi Ahmad Mappasiling dan Supriyadi

pun karena pembatasan tersebut merupakan
suatu pengkhianatan dalam demokrasi se-
hingga warga negara harus diperhadapkan
pada kesempatan yang sama dalam per-
saingan memperoleh jabatan politik dan
pemerintahan (Sarusuk, 2018). Mahkamah
Konstitusi dalam pertimbangan hu-kumnya
menyatakan persyaratan jumlah dukungan
bagi calon perseorangan tidak boleh lebih
berat ataupun lebih ringan dari syarat partai
politik untuk dapat mengu-sulkan calon
kepala daerah, hal ini untuk menjaga agar
tidak terjadi ketidakadilan maupun menjaga
Pilkada tidak diisi oleh calon yang tidak ber-
sungguh-sungguh sehingga dapat mencid-
erai nilai maupun citra demokrasi.

Amanat UUD 1945 untuk memberikan
perlindungan terhadap hak asasi warga
negaranya, khususnya hak untuk ikut serta
dalam pemerintahan dengan kesempatan
yang sama belum dilaksanakan sepenuhnya
oleh pemerintah. Eksistensi calon perse-
orangan dalam Pilkada melalui pengaturan
dan mekanisme pencalonan Kepala Daerah
secara independen ditinjau dari perspektif
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak
meniadakan calon perseorangan namun juga
tidak memberikan perubahan signifikan ter-
hadap ketentuan bagi calon perseorangan.
Tidak adanya perubahan mengenai per-
syaratan bagi calon perseorangan terutama
syarat persentase jumlah dukungan minimal
calon kepala daerah dan dasar acuan persen-
tase jumlah dukungan antara calon per-
seorangan dan calon partai politik yang
cenderung membebani calon perseorangan,
menunjukkan pembentuk Undang-Undang
belum secara total dan utuh memenuhi hak
warga negara untuk ikut serta dalam pe-
merintahan. Ketentuan mengenai persyara-
tan calon kepala daerah hendaknya mem-
berikan ruang dan kesempatan yang sama
kepada masyarakat, salah satunya dengan
menghilangkan perbedaan dasar acuan per-
sentase jumlah dukungan, yaitu dengan me-
ngganti variabel jumlah penduduk dengan
jumlah penduduk yang memiliki hak pilih,

sebagaimana telah diatur dalam pasal 41
Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

Implikasi Hukum yang Dihadapi oleh
Calon Independen dalam Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) berdasarkan Un-
dang-Undang tentang Pemilihan Kepala
Daerah.

Calon perseorangan atau independen
mulai muncul dalam kontestasi politik pem-
ilihan kepala daerah setelah dikeluarkannya
Amar putusan Mahkamah Konstitusi
No.5/PUUV /2007 tentang pencabutan ter-
hadap ketentuan pasal 59 ayat 1 dan pasal 56
(2)” UU no. 32 Tahun 2004 yang berten-
tangan dengan UUD 1945 Pasal 18 Ayat (4),
karena hanya memberi kesempatan bagi
pasangan calon yang berasal dari partai poli-
tik atau gabungan partai politik. Bagi setiap
orang yang ingin ikut serta menjadi calon
kepala daerah dari jalur perseorangan, di-
berlakukan syarat minimal dukungan dari
penduduk yang dibuktikan dengan pe-
ngumpulan KTP. Syarat minimal dukungan
ini disesuaikan dengan jumlah penduduk di
provinsi atau kabupaten/ kota tersebut de-
ngan besaran presentase yang berbeda-beda.

Posisi calon perseorangan sebagaima-
na yang ditegaskan Mahkamah Konstitusi
melalui putusan MK Nomor 5/PUU-V /2007
tentunya akan berimplikasi hukum, setid-
aknya telah berimplikasi pada dua persoalan
mendasar, diantaranya: Pertama, Diperbo-
lehkannya calon perseorangan untuk ikut
dalam pilkada merupakan ukuran keber-
hasilan pemerintah memenuhi kepentingan
politik masyarakat yang selama ini belum
maksimal, dengan kata lain pemerintah te-
lah mendengar keluhan politik masyarakat
terhadap sistem politik yang tidak berpihak
kepada mereka. Kedua, Putusan Mahkamah
Konstitusi telah mengubah secara gradual
substansi dan mekanisme pilkada. Peru-
bahan mendasar terjadi pada kesetaraan
politik yang selama ini terjadi gap atau tim-
pang diantara para pelaku politik, akibat sa-
luran politik hanya diakui jika melalui jalur
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politik (Suharizal, 2011). Dengan demikian,
putusan Mahkamah Konstitusi menjadi alat
bagi setiap warga negara untuk memiliki
kesetaraan politik guna melakukan kontrol
terhadap keputusan publik dan pembuat ke-
putusan publik yang selama ini dimiliki par-
tai politik.

Implikasi lainnya dari putusan MK
Nomor 5/PUU-V /2007 agar tidak terjadi ke-
kosongan hukum (rechtssvacuum) adanya
pertimbangan yang menghimbau kepada
pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pe-
merintah) serta Komisi Pemilihan Umum
(KPU) untuk segera mengatur syarat penga-
juan calon perseorangan. Himbauan itu bisa
dipahami karena Mahkamah Konstitusi me-
mang tidak mungkin membuat norma baru
dalam suatu pengujian undang-un-dang.
Oleh karena Mahkamah Konstitusi berposisi
sebagai negatif legislator, yaitu tugas Mah-
kamah Konstitusi adalah membatalkan Un-
dang-undang. Sementara tugas membuat
Undang-undang (positif legislator) adalah
tugas DPR dan Pemerintah. Dengan de-
mikian, bahwa dibolehkannya calon perse-
orangan untuk berkontestasi melalui pilkada
telah menjadi fakta hukum sejak putusan
Mahkamah Konstitusi dibacakan pada 23
Juli 2007. Peluang menjadi Kepala Daerah
melalui calon perseorangan hakikat-nya di-
konstruksikan oleh Mahkamah Konstitusi
sebagai hak konstitusional warga negara.

Sejak lahir manusia mempunyai hak-
hak pokok yang tidak dapat dikurangi lagi.
Negara lahir disebabkan adanya perjanjian
warga negaranya, dan bertujuan menjamin
hak-hak asasi tersebut, maka tidak boleh ada
kekuasaan absolut dalam sebuah Negara.
Tujuan dari suatu negara adalah untuk
menegakkan hukum dan menjamin kebeba-
san para warga Negaranya. Kebebasan
disini adalah kebebasan dalam batas perun-
dang-undangan, sedangkan undang-undang
disini yang berhak memuat adalah rakyat
itu sendiri melalui suatu lembaga negara,
jadi undang-undang merupakan penjelmaan

daripada kehendak rakyat, oleh karena itu
rakyatlah yang mewakili kekuasaan terting-
gi atau kedaulatan dalam negara.

Berdasarkan pendapat di atas, setiap
peraturan perundang-undangan yang dibu-
at oleh pemerintah tidak boleh melanggar
hak kebebasan setiap warga negaranya. Un-
dang-undang adalah suatu produk yang
secara normatif merupakan produk yang di-
hasilkan dari apa yang dibutuhkan oleh ma-
syarakat, artinya adalah bahwa tidak bo-leh
ada undang-undang yang bertentangan a-
taupun keluar dari kaidah masyarakat yang
berakibat pada tidak terpenuhinya hak dari
setiap warga negara. Negara Indonesia me-
nganut paham kedaulatan rakyat (people sou-
vereignty). Konsep-konsep kedaulatan rakyat
merupakan dasar dari demokrasi, kedau-
latan rakyat berarti pemilik kekuasaan ter-
tinggi dalam negara adalah rakyat atau yang
dikenal adanya slogan kekuasaan dari rak-
yat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka dari
itu rakyat adalah manifestasi dari ha-kekat
keberadaan sebuah negara, sehingga segala
sesuatu yang berimplikasi kepada pemenu-
han hak oleh negara kepada rakyat harus
mencerminkan kebutuhan setiap warga ne-
garanya.

Menurut 1 angka 1 Undang-undang
Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa
“Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah
pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi
dan Kabupaten/ Kota untuk memilih Gu-
bernur, Bupati, dan Walikota secara lang-
sung dan demokratis”. Keikutsertaan calon
perseorangan dalam pemilihan kepala dae-
rah yakni berdasarkan dukungan dari ma-
syarakat di daerahnya. Calon perseorangan
sendiri ini tidak sama dengan partai politik
dalam hal proses kandidat calon yang harus
melakukan prosedur dan proses yang pan-
jang.

Pengaturan mengenai pencalonan ke-
pala daerah memang memiliki pendekatan
yang berbeda. Bagi partai politik yang akan
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mencalonkan kepala daerah diberlakukan
syarat minimal dukungan partai yang dihi-
tung dari jumlah kursi DPRD atau suara sah
partai politik hasil pemilu legislatif. Un-
dang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang men-
jadi payung hukum pilkada serentak me-
nyaratkan partai politik minimal mem-
peroleh kursi DPRD 20% atau 25% suara
sah. Dengan kata lain, jika suatu partai poli-
tik ingin mencalonkan kepala daerah tetapi
tidak memiliki jumlah kursi DPRD minimal
yang disyaratkan undang-undang, maka
dapat membangun koalisi dengan partai
politik lainnya.

Syarat pencalonan melalui jalur partai
politik dengan perseorangan tampaknya
jalur persorangan masih tetap jauh lebih su-
lit. Ketika partai politik hanya dihadapkan
pada proses negoisasi antara partai dalam
membangun koalisi pencalonan untuk men-
capai 20% kursi DPRD, dengan berbagai
pertimbangan seperti kesamaan platform
atau program. Bagi calon perseorangan ne-
goisasi mungkin dilakukan langsung ke in-
dividu masyarakat dalam jumlah yang
cukup banyak dalam rangka menarik per-
hatian sekaligus meyakinkan masyarakat
untuk memberikan mandat dukungan poli-
tik kepada calon perseorangan yang dibuk-
tikan dengan penyerahan salinan KTP.

Ketidaksetaraan antara partai politk
dengan calon perseorangan tidak hanya pa-
da proses pencalonan semata melainkan
ketika proses pemilu itu berlangsung mulai
dari kampanye sampai dengan pemungutan
dan penghitungan. Sebagai organisasi yang
sudah terlembagakan dengan infrastruktur
jaringan mulai dari pusat, provinsi, kabu-
paten/kota, bahkan sampai dengan desa.
Dalam proses kampanye partai politik ha-
nya tinggal memanfaatkan perpanjangan ta-
ngannya disetiap level untuk mengajak pe-
milih mendukung calon kepala daerah yang
diusung oleh partai politik atau gabungan
partai politik tersebut. Sedangkan calon
perseorangan, nyaris tidak memiliki struktur
jaringan yang terlembagakan bahkan ia ha-

rus mulai membangun satu persatu ketika
proses pemilu berlangsung (Perkumpulan
untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem),
2018). Adanya ruang persaingan yang cen-
de-rung tidak setara ini, nampaknya men-
jadi salah satu pemicu rendahnya jumlah pa-
sangan calon perseorangan yang mendaftar
sekaligus rendahnya angka keterpilihan ca-
lon perseorangan di Pilkada.

Permasalahan yang sering menjadikan
faktor gagalnya bakal calon dari calon per-
seorangan, di samping persyaratan pencalo-
nan yang sulit dipenuhi, yaitu sejumlah
dukungan dari pemilih juga adalah ketentu-
an bahwa keseluruhan dukungan harus
difaktualkan dengan metode sensus dengan
menemui langsung setiap pendukung calon.
Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No
10 Tahun 2016, setiap calon persorangan
yang hendak mendaftarakan diri sebagai
Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati
dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota harus membuktikan dukungan
masyarakat di daerahnya dengan mengum-
pulkan KTP yang jumlahnya 6,5% sampai
dengan 10% sesuai dengan jumlah pendu-
duk di masing-masing daerah dan tersebar
di 50% kabupaten/kota bagi pilgub dan 50%
kecamatan pada kabupaten/kota yang ber-
sangkutan.

Sistem pelaksanaan Pilkada bagi calon
perseorangan pada dasarnya tidak hanya
memenuhi administrasi dan faktual saja me-
lainkan untuk membuktikan bahwa masya-
rakat yakin adanya sosok calon perseorang-
an yang ikut serta dalam penyelenggaraan
Pilkada. Pencalonan yang dilaksanakan bagi
calon perseorangan mempunyai beberapa
proses untuk memenuhi kebu-tuhan admin-
istratif sebagai syarat dukung untuk menjadi
calon Bupati dan Wakil Bupati, Dan /Atau
Walikota dan Wakil Walikota. Adanya ru-
ang persaingan yang cen-derung tidak se-
tara ini nampaknya menjadi salah satu pem-
icu rendahnya jumlah pasangan calon
perseorangan yang mendaftar sekaligus ren-
dahnya angka keterpilihan calon perseo-
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rangan di pilkada. Persyaratan calon per-
seorangan tersebut dinilai terlalu berat se-
hingga menghambat munculnya alternatif
pilihan masyarakat dari jalur perseorangan.

Rendahnya partisipasi calon peserta
Pilkada dari jalur perseorangan disebabkan
karena persyaratan melalui jalur ini terlalu
sulit. Situasi ini tidak lain disebabkan oleh
tingginya jumlah dukungan yang perlu di-
penuhi oleh calon perseorangan. Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pil-
kada mensyaratkan dukungan 6,5 persen
sampai 10 persen dari total daftar pemilih
pemilu atau pilkada terakhir dan tersebar
disekurangnya 50 persen wilayah. Angka
tersebut terlalu sulit dicapai bagi pasangan
yang ingin maju di pilkada tanpa kendaraan
partai politik. Pasal 41 ayat 1, dan ayat 2,
ayat 3, ayat 4 Undang-Undang No 10 Tahun
2016, bahwa syarat pencalonan perseo-
rangan, sangat diberatkan dengan harus me-
menuhi syarat. Jumlah dukungan yang
mempunyai hak pilih dan termuat dalam
daftar pemilih tetap di daerah yang ber-
sangkutan pada pemilihan Umum atau Pe-
milihan sebelumnya yang paling akhir di
daerah yang bersangkutan.

Pencalonan kepala daerah jalur per-
seorangan sebagaimana dalam persyaratan
dalam rumusan Pasal 48 ayat (4) Undang-
Undang No 10 Tahun 2016, dalam imple-
mentasinya akan sangat kesulitan karena
seluruh jumlah persyaratan pencalonan ha-
rus difaktualkan 100% dan dilaksanakan
secara sensus. Verifikasi faktual terhadap
pendukung calon dilakukan secara sensus
dengan menemui secara langsung setiap
pendukung calon, yang menjadi verifikasi
faktual dilakukan dengan metode sensus de-
ngan menemui langsung keseluruhan jum-
lah persyaratan dukungan yang sudah di-
verifikasi.

Berdasarkan uraian di atas, permasa-
lahan yang dihadapi calon kepala daerah
dan wakil kepala daerah yang berasal dari
jalur independen dalam Pilkada sekalipun

telah diatur didalam perundang-undangan
untuk menjamin haknya. Akan tetapi, dalam
kerangka prakteknya setiap calon meng-
hadapi banyak problematika, diantaranya a-
dalah permasalahan prosedural yang dinilai
sangat memberatkan setiap calon, selain itu
proses verifikasi yang mengharuskan pen-
gecekan satu persatu dukungan dari ma-
syarakat merupakan satu hal yang sangat
menyulitkan jika dilakukan dalam rentang
waktu yang sangat terbatas. Permasalahan
lain misalnya dalam perspektif politik, se-
tiap calon independen pastinya tidak mem-
iliki mesin politik, menanggung sendiri
biaya politik yang dibutuhkan.

4. Simpulan dan Saran

Keberhasilan calon perseorangan ikut
dalam pemilihan kepala daerah tidak lepas
dari peran yang dilakukan oleh Lalu Rang-
galawe, anggota DPRD di Lombok Tengah,
Nusa Tenggara Barat yang melakukan uji
materiil ke Mahkamah Konstitusi. Mahka-
mah Konstitusi mengeluarkan putusan No.
5/PUU-V/2007 yang menjadi landasan yu-
ridis yang melatar belakangi calon perse-
orangan dalam Pilkada. Sebelum munculnya
putusan tersebut, proses pemilihan kepala
daerah dinilai hanya dimonopoli oleh partai
politik dikarenakan pengajuan calon kepala
daerah semata-mata hanya melalui partai
politik atau gabungan partai politik. Semen-
tara itu, Implikasi Hukum yang Dihadapi
oleh Calon Independen dalam Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) menurut Undang-
undang No. 10 Tahun 2016 adalah sering
terjadinya kesulitan yang menjadikan gagal-
nya Bakal Calon dari calon perseo-rangan.
Di samping persyaratan pencalonan yang
sulit dipenuhi, yaitu sejumlah du-kungan
dari pemilih juga adalah ketentuan bahwa
keseluruhan dukungan harus difaktualkan
dengan metode sensus dengan me-nemui
langsung setiap pendukung calon.

Pemerintah dan DPR hendaknya me-
revisi Undang-Undang tentang pilkada, ter-
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utama yang menyangkut mekanisme atau
prosedur, terutama variabel dukungan ke-
pada calon perseorangan yang dinilai sangat
memberatkan. Persyaratan jumlah dukung-
an bagi calon perseorangan tidak boleh lebih
berat ataupun lebih ringan dari syarat partai
politik untuk dapat mengusulkan calon
kepala daerah, hal ini untuk menjaga agar
tidak terjadi ketidakadilan maupun menjaga
Pilkada tidak diisi oleh calon yang tidak ber-
sungguh-sungguh sehingga dapat mencid-
erai nilai maupun citra demokrasi. Peme-
rintah dan DPR hendaknya merevisi ulang
Rumusan Pasal 41 ayat (2) butir a, b, ¢, d,
dan e dan juga Pasal 48 ayat (6) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016. Persentase
persyaratan dukungan terlalu berat dan su-
dah seharusnya dikurangi untuk membe-
rikan kemudahan bagi calon perseo-rangan.
Kedepannya, setiap perubahan undang-un-
dang atas ketentuan mengenai pemilihan
kepala daerah perlu melibatkan ma-syarakat
secara lebih luas, agar dapat menampung
aspirasi seluas luasnya.
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